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ABSTRAK

Nama: Imam Fajar Awulia Abas. NIM : (710519011) 2021. “Pelaksanaan
Asesmen Terpadu dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan
Narkotika di Kota Gorontalo”. Pembimbing | : Dr. Fence M. Wantu, SH.,
MH dan Pembimbing II : Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH.

Tesis dengan judul: “Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Proses

Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo”, bertujuan
untuk mendeskripsikan serta menganalisis secara sistematis dan konsisten
terhadap permasalahan pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan
hukum penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo. Adapun tipe atau sifat
penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat
empiris.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyidik dapat melakukan penetapan
rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui proses Non
Peradilan. Khusus tersangka yang diindikasi sebagai korban penyalahgunaan
narkotika pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan,
ditemukan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari, dengan jumlah pemakaian
paling banyak 5 gram, yang bersangkutan bukan merupakan residivis, adanya
surat rekomendasi dari tim asesmen dan tidak terdapat bukti bahwa korban
penyalahgunaan tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Faktor
penghambat Pertama Kontradiksi pengaturan Pasal tentang rehabilitasi, Kedua,
cakupan jenis narkotika dalam SEMA No. 4/2010, tidak mengikuti perkembangan
jenis narkotika terbaru, Ketiga, inkonsistensi istilah penyalah guna, korban
penyalahgunaan dan pecandu antara SEMA No. 4/2010 dengan Peraturan
Bersama. Upaya mengatasi hambatan adalah diperlukannya peninjauan kembali
regulasi yang sekiranya memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai
waktu maksimal pengajuan permohonan Tim Asesmen Terpadu oleh penyidik.

KATA KUNCI: ASESMEN, PENEGAKAN HUKUM. NARKOTIKA



ABSTRACT

Name: Imam Fajar Awulia Abas. Student ID Number: (710519011). 2021. “The
Implementation of Integrated Assessment in Law Enforcement Process of Drug
Abuse in Gorontalo City”. The principal supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH.,
MH. and the co-supervisor is Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH.

This thesis is entitled by: “The Implementation of Integrated Assessment in
Law Enforcement Process of Drug Abuse in Gorontalo City,” and it aims at
describing and analyzing the implementation of integrated assessment in law
enforcement process of drug abuse in Gorontalo City systematically and consistently.
The research employs empirical legal research.

The research finding reveals that the investigator can stipulate the
rehabilitation for drug abuser through nonlitigation process. However, the victim
must comply with several conditions, including the person with an indication as drug
abuser is arrested by the investigator with evidence of mostly 5 gr drugs for one-day-
use, the person is not recidivist, the person holds a recommendation letter from the
assessment team, and absence of evidence incriminating that the drug abuser is
implicated in the drug’s illicit dealing. In the meantime, the inhibiting factors consist
of: first is a contradiction of arrangement in the Article concerning rehabilitation;
second is scope of drug type in SEMA (Supreme Court Circular Letter) No. 4/2010,
which is not in compliance with the newest development of drug type; and third is
inconsistence of terms for abuser, abuse victim, and addict between SEMA No.
4/2010 with Joint Regulation. Meanwhile, the effort to deal with the inhibiting factor
conducts regulatory review, which hampers the jmglementation of program

particularly the one concerning on maximum tjfg 108 capphidatjon proposal from

Integrated Assessment Team by the investigator.
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